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PUTUSAN
Nomor 2078/Pdt.G/2024/PA.TA
- 20,0 P
bl o
AN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
ENGADILAN AGAMA TULUNGAGUNG

Wiraswasta, tempat kediaman di Semula di Dusun XXXXX

Kabupaten Tulungagung, sekarang di Dusun XXXXX
Kabupaten Tulungagung,, Dalam hal ini memberikan kuasa
kepada MOKAR, S.H. advokat/penasehat hukum yang
beralamat di Jalan KH. Wakhid Hasyim No. 99 Tulungagung,
dengan domisili elektronik pada alamat email
mokarlawfirm@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus
Tanggal XX XXXXXXX XXXX, dan telah terdaftar pada
Kepaniteraan Nomor XXXX/kuasa/XX/XXXX Tanggal XX
XXXXXXX XXXX, sebagai Pemohon;
Lawan

Termohon, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan
Wiraswasta, tempat kediaman di Dusun XXXXX Kabupaten
Tulungagung, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA
Bahwa Pemohon dalam surat pemohonannya tanggal 28 Oktober 2024
mengajukan permohonan cerai talak secara elektronik pada sistem Informasi
Pengadilan Agama Tulungagung melalui aplikasi E-Court, yang telah di
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omor register 2078/Pdt.G/2024/PA.TA, tanggal 28 Oktober
alil pada pokoknya sebagai berikut:
pada tanggal XX XXXXXXXXXXX XXXX Pemohon dan

Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal

menempati, karena rumah tersebut ditinggalkan oleh orang tua Pemohon

karena orang tua Pemohon pindah tempat tinggal. Antara Pemohon dan

Termohon hidup kumpul rukun (ba'da dhukul) sebagaimana layaknya

suami istri, dan tela di karuniai 1 (satu) orang anak yang bernama :
1.ANAK PEMOHON DAN TERMOHON binti ANAK PEMOHON, Lahir
di Tulungagung, XX XXXXXXXX XXXX ( XX Tahun) yang sekarang
ikut Pemohon;

4. Bahwa untuk mencukupi kebutuhan hidup yang semakin banyak

pada bulan Juli tahun 2022 Pemohon memberanikan diri menjadi TKI ke

Negara Malaysia, sebagian hasil kerja di Malaysia dikirim ke Termohon;

5. Bahwa semula rumah tangga antara Pemohon dan Termohon

berjalan harmonis, namun sejak bulan Maret tahun 2024 rumah tangga

Pemohon dan Termohon mulai goyah dan sering terjadi pertengkaran,

percekcokan dan perselisihan hal tersebut dikarenakan :

a. Termohon chatingan ( pesan teks / sms ) mesra dengan pria lain.

b. Termohon kurang transparan terhadap keuangan.

C. Pemohon kurang menerima pemberian nafkah dari Pemohon.

6. Bahwa pada tanggal 20 Oktober 2024 Pemohon pulang jadi TKI dari

Negara Malaysia ke kampung halaman di Indonesia dan langsung menuju

ke kediaman saudaranya yang beralamat di Dusun XXXXX, Kabupaten

Tulungagung, yang masih satu kampung, satu desa, satu RT namun

beda RW dengan tempat kediaman bersama;
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agjatas sikap atau perbuatan Termohon tersebut, Pemohon
rumah tangganya yang dibina untuk mencapai rumah
akinah, mawadah dan warohmah tidak tercapai dan tidak
ntuk hidup rukun lagi, oleh karenanya Pemohon bermaksud
ah tangganya dengan perceraian, antara Pemohon dan
uanya sudah sepakat bercerai;

Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul

arenanya Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tulungagung
memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang
amarnya berbunyi:
Primair :
1. Mengabulkan permohonan cerai talak Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (ANAK PEMOHON bin Termohon)
untuk menjatuhkan Talak Satu Raj'i terhadap Termohon (Termohon) di
depan sidang Pengadilan Agama Tulungagung;
3.  Membebankan biaya perkara kepada Pemohon;
Subsidair :
Atau jika Pengadilan Agama Tulungagung berpendapat lain, mohon putusan
yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Pemohon
telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang
menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap
sebagai wakil/lkuasanya yang sah, berdasarkan surat panggilan tercatat melalui
ekspedisi PT. Pos Indonesia tanggal 29 Oktober 2024 dan tanggal 14
November 2024 yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil
secara resmi dan patut melalui surat tercatat menggunakan jasa Ekspedisi PT.
Pos Indonesia, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon
tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah menurut hukum;
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diverifikasi oleh Ketua Majelis;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Pemohon agar berpikir untuk
tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil
pemohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah
datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut,
selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat pemohonan
Pemohon yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalii pemohonannya, Pemohon telah
mengajukan bukti berupa:

A. SURAT

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama ANAK PEMOHON, NIK.
XXXXXXXXXXXXXXXXX  yang dikeluarkan  Provinsi Jawa  Timur,
Kabupaten Tulungagung tanggal XX-XX-XXXX Bukti surat tersebut telah
diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata
sesuai dengan aslinya dan telah dinatzegelen, kemudian diberi kode (P.1).
Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis ;

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: XXX/XX/X/XXXX tanggal XX
XAXXXXXXXXXX XXXX yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah
KUA XXXXXXX XXXX Kabupaten Pulang Pisau Provinsi Kalimantan
Tengah. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim dicocokkan

dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah
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emudian diberi kode (P.2). Diberi tanggal dan paraf Ketua

hun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di

@bupaten Tulungagung, di bawah sumpah memberikan

keterangan
@ 7 - §
_

glri sah dan telah dikaruniai seorang anak, bernama ANAK PEMOHON
DAN TERMOHON binti ANAK PEMOHON, berumur XX (XXX XXXXX)

dada pokoknya sebagai berikut :

saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi

man Pemohon;

tahun;

- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon dan Termohon setelah

menikah bertempat tinggal rumah milik orang tua Pemohon;

- Bahwa sepengetahuan saksi, semula rumah tangga Pemohon dan

Termohon rukun dan harmonis, namun kemudian tidak harmonis

Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar yang

disebabkan Termohon kurang menerima nafkah yang diberikan oleh

Pemohon, Termohon sering chatingan mesra dengan pria lain;

- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon dan Termohon berpisah

tempat tinggal sekitar 7 bulan, dan selama itu pula mereka sudah tidak

pernah saling mengunjungi, bahkan tidak saling berkomunikasi;

- Bahwa saksi telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon,

akan tetapi tidak berhasil dan tidak sanggup untuk mendamaikan lagi;
Saksi 2, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal
di Dusun XXXXX Kabupaten Tulungagung, di bawah sumpah memberikan
keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi

adalah saudara misan Pemohon;

- Bahwa setahu saksi, Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah

dan telah dikaruniai seorang anak, bernama ANAK PEMOHON DAN

TERMOHON binti ANAK PEMOHON, berumur XX (XXX XXXXX) tahun;
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- Bahwa saksi telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon,
akan tetapi tidak berhasil dan tidak sanggup untuk mendamaikan
kembali lagi;

Bahwa Pemohon menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana
tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang
termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan
dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan pemohonan Pemohon adalah
sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa perkara Agama di daftar melalui aplikasi E-Court
pada sistem Informasi Pengadilan Agama Tulungagung, maka perkara ini
diperiksa dan diputus secara e-litigasi, sebagaimana maksud PERMA nomor 7
Tahun 2022 tentang Persidangan di Pengadilan secara elektronik;

Menimbang, bahwa di muka sidang Kuasa Pemohon telah menyerahkan
asli Surat Kuasa Khusus tertanggal XX XXXXXXX XXXX, asli surat
permohonan Pemohon tertanggal XX XXXXXXX XXXX dan asli surat
persetujuan Pemohon prinsipal untuk beracara secara elektronik tertanggal XX
XXXXXXX XXXX yang telah dicocokkan dengan dokumen yang diupload pada
aplikasi e-Court, dan telah diverifikasi oleh Ketua Majelis;
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bahwa Surat Kuasa Khusus tersebut, ternyata telah
formil dan materiil surat kuasa, maka Majelis Hakim
surat kuasa khusus dimaksud dapat dinyatakan sah dan
A kuasa harus pula dinyatakan telah mempunyai kedudukan
gai subjek hukum yang berhak melakukan tindakan hukum
kuasa untuk beracara dalam perkara a quo;

bahwa ternyata Pemohon dan Termohon adalah beragama

dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-undang no
50 Tahun 2009, perkara ini merupakan kompetensi Pengadilan Agama
Tulungagung;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan pihak
Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, sesuai ketentuan Pasal 130
HIR, jo Pasal 82 ayat (1 dan 4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang
Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3
Tahun 2006 dan dengan Undang-undang nomor 50 Tahun 2009, namun tidak
berhasil,

Menimbang, bahwa proses mediasi sebagaimana yang diamanatkan
oleh Perma No. 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak
pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di
persidangan meskipun telah dipanggil dua kali secara resmi dan patut melalui
surat tercatat namun tidak hadir serta ternyata tidak hadirnya tersebut bukan
disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Termohon tidak perlu
dipanggil lagi, dan pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya
Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR, yaitu
putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang
berdasarkan hukum dan beralasan, dan hal tersebut sejalan dengan pendapat
ahli figih yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim dalam Kitab
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Il hal. 405 yang artinya berbunyi:
4 Y ol 5 comg bB DL s e plla () 2 00

Menimbang, bahwa meskipun Termohon tidak hadir dan tidak dapat
didengar jawabannya, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka
Pemohon tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraiannya
dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya,
Pemohon telah mengajukan bukti surat P.1, P.2 serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 adalah berupa fotokopi Kartu Tanda
Penduduk an. Pemohon, bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan
aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai
tempat tinggal Pemohon sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil
dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian
yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti surat P.2 adalah berupa fotokopi Register Akta
Nikah, bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, merupakan
akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Pemohon dan Termohon
telah melangsungkan perkawinan sebagaimana dipertimbangkan sebelumnya
dan bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu
bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pemohon
tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 165 HIR jo Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa 2 orang saksi yang dihadirkan oleh Pemohon telah

menerangkan mengenai ketidakharmonisan Pemohon dan Termohon adalah
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dhui sendiri, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah
ateriil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR

n saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat

sesuai dengan keyakinan agamanya (vide Pasal 147 HIR jo
Perdata) dan diyakini bahwa saksi-saksi tersebut adalah
getah keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon, dan

Perdata), sehingga telah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian, oleh
karenanya dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.1, P.2, serta keterangan
saksi saksi ditemukan fakta sebagai berikut:
1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang belum
pernah bercerai;
2. Bahwa Pemohon dan Termohon selama perkawinannya dan telah
dikaruniai seorang anak, bernama ANAK PEMOHON DAN TERMOHON
binti ANAK PEMOHON, berumur XX (XXX XXXXX) tahun;
3. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis
sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
4. Bahwa ketidakharmonisan Pemohon dan Termohon adalah
dikarenakan Termohon kurang menerima nafkah yang diberikan oleh

Pemohon, Termohon sering chatingan mesra dengan pria lain;

5. Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah berpisah selama 7
bulan;
6. Bahwa selama berpisah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak

lagi saling berkomunikasi, dan hubungan keduanya putus sama sekali;
7. Bahwa keluarga telah berusaha untuk mendamaikan keduanya,
tetapi tidak berhasil;
Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat
disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:
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sebagai suami istri keduanya sering berselisih dan
menerus hingga berpisah tempat tinggal;

mah tangga keduanya sudah tidak dapat diharapkan untuk
n lagi dalam rumah tangga, dikarenakan antara Pemohon
beringnya terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus
elah berpisah tempat tinggal serta keduanya sudah tidak
nikasi baik sebagai suami istri;

g, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi Pasal 39 ayat

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut juga telah memenuhi norma
hukum Islam yang terkandung dalam Al Qur’an Surat Al Bagarah ayat 227 :

ke o A1 0B EMall laaze Oy

Artinya “Dan jika mereka ber’azam (bertetap hati untuk) talak, maka
sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di
atas dan oleh karena Pemohon belum pernah menjatuhkan talak, maka petitum
pemohonan Pemohon mengenai izin mengucapkan talak raji tersebut
memenuhi Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu patut dikabulkan
dengan putusan Verstek;

Menimbang, bahwa perceraian ini atas kehendak Pemohon (cerai talak),
di mana dalam cerai talak menurut hukum Islam, Pemohon wajib memberikan
kepada bekas istri (Termohon) mut’ah sebagaimana ketentuan berikut ini:

Firman Allah dalam Al Qur’an Surat Al Bagarah ayat 241: _
- O — = N o — o
ey oiafall LIe Bs Logz3all, "Elis casllaslls
Artinya: “Kepada wanita-wanita yang dicerai’(hendaklah diberikan oleh
suaminya) mut'ah mereka yang ma'ruf, sebagai suatu kewajiban bagi orang
yang bertakwa*;
Firman Allah dalam Al Qur’an surat al-Ahzab ayat 49:

64 Moo Bl 5585 5ms Hasziasd
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.Senangkanlah olehmu hati mereka dengan pemberian dan

h secara baik’;

aaadly Sl e )l shmnall gy

-

Artinya: “Wanita yang menjalani masa iddah talak raj'i, baginya berhak
mendapatkan tempat tinggal, nafkah dan busana yang layak*;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai bahwa Termohon bukanlah
isteri yang nusyuz, dan antara Pemohon dengan Termohon telah menikah sejak
tanggal XX XXXXXXXXXXX XXXX atau kurang lebih selama 13 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di
atas dan dengan memperhatikan kesanggupan Pemohon, rasa keadilan dan
asas kepatutan, maka Pemohon dihukum untuk membayar Mut'ah kepada
Termohon berupa uang tunai sejumlah Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan
nafkah iddah sejumlah Rp 1.500.000,00 (satu juta Ima ratus ribu rupiah)
sebagaimana dinyatakan dalam Amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa bedasarkan PERMA Nomor 3 Tahun 2017 tentang
Pedoman Mengadili Perkara Perempuan berhadapan dengan hukum, untuk
memberi perlindungan hukum bagi hak-hak Perempuan pasca perceraian,
maka kewajiban nafkah iddah dan mut'ah harus dibayar lunas sesaat sebelum
pengucapan ikrar talak;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo masuk dalam bidang
perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun
1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-
undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun

2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;
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Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon sesaat

sebelum pengucapan ikrar talak berupa :

4.1. Mut'ah sejumlah Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah);

4.2. Nafkah Iddah sejumlah Rp. 1.500.000,00 (satu juta Ima ratus ribu
rupiah);

5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara

sejumlah Rp 330.000,00 (tiga ratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang
dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 18 Desember 2024 Masehi, bertepatan
dengan tanggal 16 Jumadil Akhir 1446 Hijriah, oleh kami Drs. H. Imam Rosidin,
M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Sanusi dan Drs. H. M. Daim Khoiri, S.H.,
M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan
dalam sidang terbuka untuk umum melalui sistem Informasi Pengadilan pada
hari Rabu tanggal 18 Desember 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 16
Jumadil Akhir 1446 Hijriah oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi
Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh Muhammad Hamim, S.H.l., M.H.
sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Pemohon secara

elektronik dan tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis,
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Drs. H. Imam Rosidin, M.H.
gota | Hakim Anggota Il

Fanusi Drs. H. M. Daim Khoiri, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Muhammad Hamim, S.H.l., M.H.

Perincian biaya :

Pendaftaran Rp 30.000,00
Proses Rp 100.000,00

PNBPgE o Wﬁﬂ;f;ﬁj“go.oo 00
Biaya u%%[j ¢ B {000,00
Redaksi Rp " 0.000,00
Meterai Rp 10.000,00
Jumlah ]immyﬁptutino, 5.%330.000 ,00

(tiga ratus tiga puluh ribu rupiah)
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